Nomor o1ouel AP AN

08/Pdt P/ag1e -
SR
DEMI KEADILAN BERDASA .

gama Islam, pendidikan terakhir 8D,

pekerjaan Tani, bertempat tinggal di

Jalan Perintis,

Kelur,
ahan Kolese Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau

sebagai Pemohon I
Musfia binti La

Dea, ‘:(”“f’ 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD

Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Perintis,

Kelurahan Kolese, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau
sebagai Pemohon II; l
Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon | dan Pemohon |Ii dan saksi-saksi di
persidangan;
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 8 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Baubau Nomor 0108/Pdt.P/2016/PA Bb tanggal 8 Agustus 2016

mengemukakan dalil-dalil/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah melangsungkan pemikahan
menurut agama Islam di  Kelurahan Kolese, Kecamatan Lea-Lea, Kota
Baubau pada tanggal 10 Desember 1992;

2. Bahwa yang menikahkan Pemohon | dan Pemohon Il adalah imam
setempat bernama La Sia, dengan wali nikah Saudara kandung (karena
ayah kandung Pemohon Il telah meninggal dunia) pemohon Il bernama La
Tula, disaksikan 2 orang saksi nikah yang bernama La Wance dan La Omu
dengan maskawin 2 Gram Emas dibayar tunai;
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ketentuan parundang-undangan yang berlakuy:

‘5. Bahwa .setelah menikah Pemohon | dan Pemohon |l tidak pernah bercerai
sampai sekarang dan telah dikaruniai tiga orang orang anak:

6. Bahwa tidak ada pihak yang mengganggu gugat atau keberatan atas

. ¥Pa,
pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il %}3&
s -Bb
7. Bahwa tujuan Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan permohonan PA g,
Pengesahan Nikah adalah untuk dijadikan sebagai persyaratan pencatatan ~.g.a§f
pernikahan dan penerbitan Buku Nikah: m‘hﬂ&‘
s b .
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon | dan Pemohon Il mohon agar e
Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis hakim yang memeriksa dan o
mengadili perkara berkenan untuk : g_‘

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon | (La Malae bin La wance)
dengan Pemohon Il (Musfia binti La Dea) yang dilaksanakan di Kelurahan
Kolese, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau pada tanggal 10 Desember
1992 ;

3 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;
Bahwa sebelum dilaksanakannya persidangan pertama, permohonan
pengesahan nikah ini telah di umumkan selama 14 hari kerja, oleh Jurusita
Pengganti Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0108/Pdt.P/2016/PA Bb
tertanggal 12 Agustus 2016 dengan cara menempelkan pada papan
‘ ngumuman Pengadilan Agama Baubau, untuk memberi kesempatan kepada

jihak-pihak yang akan keberatan untuk itu, namun tidak ada yang keberatan

s @ ¥ WO 00
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 § MM*MMW&?W‘WM,WRm
& Peleaan  Tan, bertempat tnggal i Kelurahan Lowu-Lowu,
MLMa&demmmmmm
(RRNANgaN secan vpsah di muka persidang sebagai berikut -

. mmmmmlmmukmm
Paman Sepup Pemohon |

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon 1l adalah suami istri yang menikah di
Kecamatan Lea-Lea pada tanggal 10 Desember 1992

- Bahwa saksi menghadin parmikahan Pemohon | dan Pemohon Ii;

- Bahwa yang menkahkan Pemohon | dan Pemohon |l adalah La Sia
atas kuasa dan wal Pemohon Il |

- Bahwa yang menjadi wall nikah adalah Saudara Kandung Pemohon 1l
bemama La Tula, karena Ayah Kandung Permohon |l telah meninggal
dunia;

- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pemikahan Pemohon | dan
Pemohon il adalah La Wance dan La Omu;

- Bahwa mahar/maskawin pada pemikahan Pemohon | dan Pemahon il

adaiah berupa 2 gram Emas dibayar tunal
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menjadi penghalang/larangan menikah ;

- Bahwa pada saat menikah
» Pemohon | dan pe
moho
Islam dan tetap beragama Islam sampai n Il beragama

: sekarang : S/PA g
- Bahwa tidak ada pihak yan : [

9 keberatan dan me i A
Pemohon | dan Pemohon | : TR barikeln PA Bt
- Bahwa Pemoho "A.Bp
o | dan Pemohon I hanya sekali menikah sampai tab
sekarang dan tidak pernah bercerai - e
Bah ik : Bo
< wa pernikahan Pemohon | dan Pemohon i telah dikaruniai 3 (tiga) g: ;
orang anak; ?f,“'
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah 4
adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan »
dan penerbitan Buku Nikah;
2. Ibrahim bin Lamadi, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, S
pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kelurahan Lowulowu, Kecamatan :

Lea-Lea, Kota Baubau, di bawah sumpah telah memberikan keterangan

secara terpisah di muka persidang sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon | dan Pemohon Il karena saksi
Paman Sepupu Pemohon I;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami istri yang menikah di
Kecamatan Lea-Lea pada tanggal 10 Desember 1992

- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon | dan Pemohon Ii;

- Bahwa yang menikahkan Pemohon | dan Pemohon Il adalah La Sia

atas kuasa dari wali Pemohon |1 ;

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Saudara Kandung Pemohon |i

bernama La Tula, karena Ayah Kandung Permohon Il telah meninggal

dunia;
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- Pamohon Il adalah La Wance dan La Omu;

‘Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il

adalah berupa 2 gram Emas dibayar tunai,

Bahwa saksi mendengar Pemohon | mengucapkan ijab qabul pada

pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon | berstatus jejaka dalam usia 38
tahun sedangkan Pemohon |l bersatus perawan dalam usia 31 tahun;

. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak memiliki hubungan

darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat

menjadi penghalang/larangan menikah ;
Bahwa pada saat menikah, Pemohon | dan Pemohon |l beragama

|slam dan tetap beragama Islam sampai sekarang ;
Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan menggugat pemikahan

Pemohon | dan Pemohon Il ; |
Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il hanya sekali menikah sampai
sekarang dan tidak pernah bercerai ; |
Bahwa pemikahan Pemohon | dan Pemohon Il telah dikaruniai 3 (tiga)
orang anak;

Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesaha
adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan
dan penerbitan Buku Nikah;

Bahwa atas keterangan kedua orang
snarkan dan menerimanya ; .
Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada
nya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan
tu yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

n nikah

saksi tersebut para Pemohon

i®

ini, maka segala
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i atas o »
‘ MA/O32/81¢ /17 Keputusan Ketua
dilakukan pengumurnan Belama 14 har i anggal 4 April 2006, telan
dilaksanakan namun tidak ada .

Um persidangan pertarma, tetah

ya

Menimbang, bahwg Femohon |
- resmi dan patut, maka Majelis Hagjr,

pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;
Menimbang,

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi
absolut Pengadilan Agama :

Menimbang, bahwa berdasarkan tempat tinggal Pemohon | dan

Pemohon Il bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Baubau
maka perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Baubau

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan
nikah yang pada pokoknya mengatakan bahwa Pemohon | dan Pemohon Il

adalah suami istri yang menikah di Kelurahan Kolese, Kecamatan Lea-Lea,
Kota Baubau pada tanggal 10 Desember 1992 dengan wali nikah Saudara
- Kandung Pemohon Il bernama La Tula dan saksi nikah masing-masing
,bemama La Wance dan La Omu dengan maskawin berupa 2 gram Emas
dibayar tunai ;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah
. untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan = dan
Penerbitan Buku Nikah ;
Menimbang, bahwa untuk mengisbatkan sah tidaknya suatu perkawinan,
aka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon | dengan
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

jiatkan haknya atau menyangkal hak Seseorang 1amn, narus msmmasmen

au keadaan itu *, oleh karena itu Pemohon dibebani wajib bukti

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi

Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi tersebut, yang Mmasing-

bemama Udin Daeng bin Daeng Dullah dan Ibrahim bin Lamadi yang

a dapat disimpulkan sebagai berikut

a pada tanggal 10 Desember 1992 telah dilaksanakan perkawinan

a Pemohon | dengan Pemohon Il di Kelurahan Kolese, Kecamatan

sa. Kota Baubau dengan wali nikah Saudara Kandung Pemohon |l

a La Tula, saksi nikahnya adalah La Wance dan La Omu dengan

kawinnya 2 gram Emas dibayar tunai;

a saat perkawinan, Pemohon | berstatus jejaka, sedangkan Pemohon

berstatus perawan tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam,

maupun peraturan perundang-undangan, dan tidak ada orang lain yang

keberatan atas perkawinan tersebut,

ahwa perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

ahwa Pemohon | dengan Pemohon Il tidak pemah bercerai atau menikah

dan tetap beragama Islam;

ahwa perkawinan tersebut belum tercatat di KUA setempat, sedangkan

on | dan Pemohon Il sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk

status perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan alat-alat

*riulis serta keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, diperoleh fakia
ebagai berikut:

A antara Pemohon dan Pemohon Il adalah suami istri sah menikah di

Kolese Koramatan laalan Wasa B _
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nﬁrb.rlaku : ketentuan peraturan perundang-undangan

Menimbang, ketentuan Pasal 2 A

| e yat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

nan menegaskan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila
kum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu:
: ntuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum islam
nstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI
,;_amor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila
,. lakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1)
Indang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang,

" aras dengan kete

bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut

dalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan
rundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan a
o, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun
lan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum \yang ditemukan dikorelasikan
gan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan
ohon | dan Pemohon Il telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan
ra syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan
inan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-
dang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42,

al 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut
“menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1
1974 tentang Perkawinan;

: Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang
. dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan
isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu
inan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan
inan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
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_Direktori Putusan Mahkamah Aauna Renublik Indonesia
nbang, bahwa sebagaimana dalil Fighiyyah yang diambil alih

apat Majelis yang berbunyi :

Igna’, juz Il halaman 123 :

OlALEy laBall Lad g oy 909 A g )y Ahgem Lnad 4y S (S )

un nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami,
keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi”

Fanatut thalibin juz IV halaman 254 :
' Jdate opally s e ddag by diaus S350 o 1S ool Ay

an didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita,
s dapat menyebutkan tentang sahnya pemikahan dahulu dan syarat-
ratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil “

Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 . 3 25
i ¥ ) 5 5 g0 ) iy o T g g 0

: i ' ] bagi seorang
Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan
€ mpt{an yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas

nikahannya ” _ _
Menimbar{g, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan

Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf () Kompilasi Hukum lIslam,
an tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan

on | dengan Pemohon li tersebut;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, pe
ada kepentingan yang konkret, dan permohona
hon | dan Pemohon Il belum mendapat Akta Nik

rmohonan isbat nikah
n tersebut diajukan

P ah sebagai bukti
emo

s perkawinannya;

Menimbang, berda
dilan patut mengabulkan
inan Pemohon | dengan Pem
, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau p

Meni danya pemik
‘ mbang, bahwa adapun &
E i am Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

hingga perkawinan tersebut tidak mempunyai
dua saksi tersebut di atas, bahwa

sar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan,

permohonan tersebut dengan menyatakan sah
ohon |l yang dilaksanakan di Kelurahan
ada tanggal 10 Desember 1992;
ahan tersebut tidak tercatat

dimaksud dal
fentang Perkawinan, s€

. __a-~~d-an kateranaan
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‘Sehingga majelis hakim memerintahkan setelah disahkannya
N tersebut untuk mencatatkan pengesahan nikah mereka kepada
,‘ Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang
,:“yaht tempat perkawinan mereka untuk mendapatkan kekuatan hukum.
Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan pemohon | dengan
Il tersebut dan setelah dicatatkan pada kantor Urusan Agama tempat
sungnya pernikahan tersebut, maka dan telah dapat dijadikan bukti
han yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat
gunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya pernikahan
hon | dengan pemohon Il dan kepentinagn lainya yang berhubungan
n keabsahan pernikahan Pemohon | dengan Pemohon II.

- Menimbang, bahwa perkara ini sifatnya voluntaire (ex-parte), seluruh
ntingan ada pada Para Pemohon sehingga biaya perkara seluruhnya

bankan kepada pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum
apan di bawah nanti;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan
sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989
ang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang No. 3
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009,
perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang

u dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.
MENETAPKAN

gabulkan permohonan para Pemohon;

yatakan sah perkawinan pemohon | (La Malae bin La wance) dengan

ohon Il bernama (Musfia binti La Dea) yang dilaksanakan pada

iggal 10 Desember 1992 di Kelurahan Kolese, Kecamatan Lea-Lea, Kota

erintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya

| Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi
pat perkawinan para Pemohon;
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M rapat ‘
S m,b'“ Pada hari smmp;m‘e\?:ﬁ::n: ;}:ﬁs 3::::
be:::‘::m‘::' Zulkaidah 1437 Hijriyah yang dibacakan dalam
Majels “mH i Pada hari itu juga oleh Mushiih, S.HI sebagai
asl .  IAN8Ur, KS, 8.Ag dan Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag
NG sebagai Hakim

ngta dlbﬂntu oleh Lil |
An \ Yy R.hm‘, S.HI Sebaga'

Ketua Majelis,

Hakim Anggota Il,

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag
Panitera Pengganti,

Lily Rahmi, S.HI

Rp 30.000,00
Rp  50.000,00
Rp 159.000,00
Rp  5.000,00
Ro__6.000,00

Jumlah Rp 250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)
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